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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA BANJARMASIN 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA BANJARMASIN 

NOMOR 35 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH   

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN, 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas 

maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian 

Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 

2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Banjarmasin; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin 

tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Banjarmasin; 

   

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 419);  

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
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1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 172); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 

2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota Tahun 2025; 

 

MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM   

KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

BANJARMASIN. 
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KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 

2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 

KESATU bertugas: 

1. Tahap Persiapan Penilaian Mandiri 

a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian 

Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024; 

b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU 

dan/atau BPKP; 

2. Tahap Pelaksanaan Penilaian Mandiri 

a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian 

Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi 

Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat 

Utama Setjen KPU dan/atau BPKP; 

b. Ketua Tim Asesor menyusun dan memaparkan 

rencana Penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan memberikan arahan dan petunjuk 

serta saran dan solusi kepada Anggota Tim Asesor; 

c. melakukan penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan  
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mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas 

kerja serta menyampaikan hasil  penilaian mandiri; 

3. Tahap Pelaporan Penilaian Mandiri 

a. Membahas draf laporan penilaian Mandiri 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang 

telah dijamin kualitasnya termasuk 

merumuskan Area of Improvement (AoI), 

rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk 

menindaklanjuti; 

b. Menyusun berita acara hasil pembahasan 

konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah 

dijamin kualitasnya dan rencana aksi; 

c. Membahas draf tanggapan atas catatan 

sementara Hasil Evaluasi BPKP atas penilaian 

Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi 

Tahun 2025; 

4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut 

a. Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil 

penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan 

SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana 

aksi. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   

Ditetapkan di Banjarmasin 
Pada tanggal 2 Juli 2025  

 
       SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

    KOTA BANJARMASIN, 
 
   
 

          

      ROBY MARENDRA 
 
 
 
 

                                                                                                                   

ttd Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BANJARMASIN 

Sekretaris, 

 

 

 

Roby Marendra 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA BANJARMASIN  

NOMOR 35 TAHUN 2025  

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR 

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH  TERINTEGRASI TAHUN 

2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA BANJARMASIN 

 

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN 

No Nama Jabatan 
Jabatan 

Dalam Tim 

Asesor 

1. 
 

Roby Marendra, SE 
Penata Tingkat I/ III.d 
19870126 200912 1 002 

Sekretaris Ketua 

2. 
Noor Fitria Sari, S.Sos 
Penata Tingkat I/ III.d 
19840227 200902 2 005 

Kasubbag 
Perencanaan, Data dan 

Informasi 
Anggota 

3. 
Muliadi Rahman, SH, MH 
Penata Tingkat I/ III.d 
19750506 200912 1 001 

Kasubbag Hukum dan 
Teknis 

Penyelenggaraan 
Pemilu 

Anggota 

4. 

Novita Febriyanti SH, M.Kn, 
MH 
Penata Tingkat I/ III.d 
19870409 200912 2 002 

Kasubbag SDM dan 
Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat 
Anggota 

5. 
Rizki Khairully, S.Kom 
Penata Tingkat I/ III.d 
19830222 201012 2 001 

Kasubbag Keuangan, 
Umum dan Logistik 

Anggota 

6. 
Amanda Reziki Briana, S.Sos 
Penata Tingkat I/ III.d 
19841031 200912 2 004 

Penelaah Teknis 
Kebijakan 

Anggota 

7. 
Indah Mayasari, S.Kom 
Penata Tingkat I/ III.d 
198708242010122004 

Penelaah Teknis 
Kebijakan 

Anggota 

8. 
Jannatul Pajriah, SH 
Penata Muda Tk. I/ III.b 
19951106 202012 2 018 

Penyusun Materi 
Hukum dan 

Perundang-Undangan 
Anggota 
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9. 

Muhammad Nazmi Saputra, 
S.Kom 
IX 

19880411 202421 1 006 

Pranata Komputer Anggota 

 

 

 

              
Ditetapkan di Banjarmasin 
Pada tanggal 2 Juli 2025  

 
       SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

    KOTA BANJARMASIN, 
 
   
 

          
      ROBY MARENDRA 
 

 

                                                                                                            

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BANJARMASIN 

Sekretaris, 

 

 

 

Roby Marendra 
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